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10.

11,

14,

13.

14.

15.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD s
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. :
Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya dinating . ae
Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.
Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak k(.'.? pihak yang
lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun
nonelektronik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta rflalll‘Pun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Daftar informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah/BUMD sesuai
dengan peraturan perundang-udangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
Atasan. PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat
yang ditetapkan sebagai Pejabat Informasi dan Dokumentasi Utama dan

atau atasan langsung pejabat yang ditetapkan sebagaia Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama.

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, ‘

€. mengumpulkan, pmengrc))lzh d:npmengompilasi bahan dan data lmgllmp'
komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah menjadi
bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan t
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
kebutuhan.

eknis dan pelayanan
berkala dan sesuai

BAB VII
KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11
(1) Struktur organisasi PLID di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan
Pemerintah Daerah, dan Kepala Bagian Hukum;
d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo;
e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris masing-masing Perangkat

Daerah;

f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi
dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

g. pejabat fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SOP PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 12
(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan
PPID Pembantu,;
b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan
PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
Fungsional;
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B T
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
KEBERATAN

Pasal 23 tafs. B0
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan .keb.era ;
tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan sebagal g alasan
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b; berkala
b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara ber =
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
tidak ditanggapinya permintaan informasi; ao
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

cara

R ™0 a0

Pasal 24

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Pasal 25

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi
Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan
Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon
Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan
tertulis dari Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID.

Pasal 26

(1) l\fekaniame dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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